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erusahaan dijalankan dalam
sebuah kerangka yang
didasarkan oleh peraturan
perundang-undangan, arahan
dari pemegang saham dan juga
dengan mempertimbangkan
kepentingan stakeholders. Inilah
mengapa setiap perusahaan
memerlukan kerangka good cor-
porate govetnance (GCG) yang
sesuat dengan karakteristik dan
kondisi usahanya.

Dalam menyusun kerangka
tersebut dan menyiapkan me-
dium penerapannya, ada bebe-
rapa hal yang perlu diperhatikan
oleh perusahaan. Tahap dasar
dalam keseluruhan penerapan
GCG yang efektif adalah adanya
pemahaman yang mendalam
mengenai GCG, dan ini harus
dimulai dari komitmen
pemegang saham pengendali
dan oleh mereka yang menjadi
pimpinan di dalam perusahaan,
yaitu direksi dan dewan komisa-
ris.

GCG harus dipahami sebagai
sebuah proses yang dapat
meningkatkan nilai perusahaan
bagi pemegang saham, yang
antara lain terwujud dari pemas-
tian kesinambungan usaha dan profitabilitas
perusahaan dalam jangka panjang. Dengan
adanya pemahaman tersebut, perusahaan
dapat mulai melalukan berbagai tahapan pem-
benahan dan pengembangan situasi yang dapat
mendukung penerapan GCG yang efektif.

* Pembenahan struktur governance.
Agar GCG dapat diterapkan, periu ada struktur
yang dapat mendukung. Perusahaan harus
memiliki organ perusahaan yang dapat men-
jalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan atas dasar prinsip bahwa
masing-masing organ mempunyai kemandirian
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tang-
gung jawabnya semata-mata untuk kepenting-
an perusahaan. '

Di Indonesia, sebuah badan hukum
perseroan terbatas harus tunduk pada Undang-
undang Perseroan Terbatas {UUPT), di mana
disebutkan bahwa perseroan memiliki tiga
organ, yaitu direksi yang bertanggung jawab
atas pengelolaan perseroan; dewan komisaris
yang bertanggung jawab atas pengawasan ter-
hadap pengelolaan yang dilakukan oleh direk-
si; serta rapat umum pemegang saham (RUPS),
sebagai organ yang merupakan wadah para
pemegang sahan untuk mengambil keputusan
penting berkaitan dengan modal yang ditanam-
nya di perusahaan. '

Setiap organ memiliki peranannya masing-
masing dalam rangka menerapkan GCG di
sebuah perusahaan. Ketiga organ perusahaan
tersebut harus ada secara bersamaan, dan tidak
dapat dibentuk secara bertahap.

Bentuk struktur yang dibutuhkan tentunya
berbeda-dari satu perusahaan dengan perusa-
haan yang lain, dan harus disesuaikan dengan
kebutuhan, karakteristik usaha dan tuntutan
regulasi di mana perusahaan tersebut berope-
rasi.

Sepanjang struktur organisasi tersebut disu-
sun berlandaskan prinsip pengendalian inter-
nal, sesuai bidang usaha perusahaan dan tidak
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GCG merupakan proses yang
dapat meningkatkan nilai perusa-
haan yang antara iain'terwujud
dari pemastian kesinambungan
usaha dan profitabilitas dalam
jangka panjang.

bertentangan dengan peraturan perundangan
yang berlaku, maka GCG akan dapat diterap-
kan.

Yang perlu menjadi perhatian bukan pada
bentuk dari struktur organisasi itu sendiri,
tetapi pada pemastian bahwa struktur yang ada
dapat mengakomodasi penerapan prinsip-prin-
sip GCG, masing-masing organ memiliki inde-
pendensi dalam melaksanakan tugas, fungsi
dan tanggung jawabnya semata-mata untuk
kepentingan perusahaan.

Menarik kita cermati, beberapa kasus di
awal 2007 tentang perseteruan '
antara Komut & Dirut yang
berakhir dengan digantinya Dirut
yang bersangkutan, seperti yang
terjadi di Jamsostek, Telkom, dan
Humpuss. :

Dari kaca mata GCG, bisa jadi
karena menyalahartikan pelak-
sanaan prinsip independensi, di
mana struktur governance vang sudah baik
tidak diikuti dengan proses governance yang
baik. : :

Seperti kita ketahui sistem hukum Indonesia
mengatur perseroan terbatas, pengurusannya
didasarkan pada sistemn dua dewan, direksi dan
dewan komisaris. Dalam pengurusan perusa-
haan semestinya keduanya merupakan dwi
tunggal dalam menyusun dan melaksanakan
visi, misi, tata nilai maupun strategi perusa-
haan, semata-mata demi kepentingan perusa-
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haan.

Di luar kesepakatan it
keduanya wajib melaksanakan
peran, fungsi, tanggung jawab
dan kewenangannya secara
independen, juga semata-mata
demi kepentingan perusahaan.
Dari pembelajaran tersebut, hal
penting vang perlu diperhatikan
adalah, dalam penyusunan
struktur, fungsi dan tanggung
jawab dari masing-masing
organ, tidak ada satu organ yang
dapat mendominasi organ lain-
nya.

Harus dipastikan adanya
keseimbangan dalam kewenang-
an (balance of power) sehingga
tidak dapat terjadi adanya
penyalahgunaan wewenang
(abuse of power) serta pemastian
adanya mekanisme check and
balance dalam aktivitas manaje-
men. Struktur governance yang
sudah baik harus juga diikuti
oleh pelaksanaan mekanisme
governance yang juga baik.

* Pembenahan

.mekanisme governance
perusahaan. Setelah struktur
yang ada dibuat untuk dapat
mendukung penerapan GCG,
maka perlu dipastikan agar mekanisme kepeng-
urusan perusahaan juga dilaksanakan sesuai
dengan prinsip-prinsip GCG. .

Keputusan yang diambil dalam RUPS harus
didasarkan pada kepentingan usaha perusa-
haan dalam jangka panjang. RUPS dan atau
pemegang saham tidak dapat melakukan inter-
vensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang
dewan komisaris dan direksi, tanpa menguran-
gi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya
sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan
perundang-undangan, termasuk untuk
melakukan penggantian atau pemberhentian
anggota dewan komisaris dan atau direksi.

Dewan komisaris bertugas dan bertanggung-
jawab secara kolektif untuk melakukan peng-
awasan dan memberikan nasihat kepada direk-
st serta memastikan bahwa perusahaan melak-
sanakan GCG.

Namun, dewan komisaris tidak boleh turut
serta dalam mengambil keputusan operasional.
Direksi bertugas dan bertanggungjawab secara
kolegial dalam mengelola perusahaan.
asing-masing anggota Direksi dapat
melaksanakan tugas dan mengam-
bil keputusan sesuai dengan pemba-
glan tugas dan wewenangnya:
Namun, pelaksanaan tugas oleh
masing-masing anggota direksi
tetap merupakan tanggung jawab
bersama. _ :

Selain itu, perlu diingat bahwa
kedudukan masing-masing anggota dewan
komisaris/direksi adalah setara. Sehingga tugas
komisaris utama/direktur utama sebagai primus
inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan
dewan komisaris/direksi, dan bukan sebagai
individu yang memiliki wewenang lebih diban-
dingkan anggota komisaris/direktur lainnya.

Di lain pihak, pemegang saham juga ber-
tanggung jawab untuk melakukan pengawasan
tidak langsung, melalui penyampaian pendapat
yang bertanggung jawab dalam RUPS.




